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,,,m^noNomornTahun1983tentangKetentuanUmumTata Undang-Undany,_lik,ndonesiaTahun1983
CaraPerpapakan(LembaranegarapjgNomQr

3262)sebagaimanaeah^*^PperaWranPemenntah UndangNomor16Tahunajujlenid,ykperubahan
Pengganl,**^tL«ientangKe.en.uan KeempalalasUndnng-Udan,Nomebda(Lembara„
^P™^P>1«;^a,T^;,SNo™rB2,TambahanLemteran
;PgsraRePU«v,„*„osiaN0™.4mnpa|aR
Undang-UndangNomur19T,rainJJ<IndonesiaTahun1997
denganSura.Paksa(Lembaran,ega;Rpu>*jndone^ Nomor42,TambahanLernb,,.nN-gara^Nomor19
3686,sebagaimanatelah*lb*j"8^"7dang-UndangNomor19
Tahun2000.en.angp';fubaVT„PlkdenqinSuratPaksa(Lembaran
™nm'fT'h3No™29TambahanLembaranNegara NpqpraRepubiikIndonesia110.1.01

IndonesiaNomor4184),PengadilanPajak
U™Tt-r;»t*n^Tahun92002Nomor27,^ ,L"SL,SS.aRepubiikIndonesiaNomor4189);



Undana-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003.Nomor 4,,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
UndanrpUndanq Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
fLembaran Nonara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaian Nenara Republik Indonesia Nomor 4355);
NndanqAJndanq Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan,
PpnopHaan dan T.uinquno Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Neqara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undanq-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemennta'an Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebaqaimana telan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undanq Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Neqara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undanq-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemenntah Pusat dan Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Neqara Republik Indonesia Nomor 4438);
UnWundanq Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa,ak Daerah
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Snq-Undanq Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Peru danq-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PP^uran PemftrintnM Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
•i^baran Nooar, Reoubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 13/,
'j'-'' ,nrnr. i.^abarun Nwiara Republik Indonesia Nomor4575);
P^ira.;' Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelalaan
Keuanqan Daerah (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PeraLn Pemenntah Nomor 79 Tahun 200&. tentang Pedoman
Pembinaan dan Penqawasan Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah
Stran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Iembaian Neqara Republik Indonesia Nomor 4593);
P^aturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
P-mennteh^ anu.ra Pemerintah. Pemermtahan Daerah Provmsi dan
P;:inpr.ntaha.. Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organises,

' Peranqkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200/
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1P741P Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5Tahun 2009
n'manq Ornanisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran
n.l! Kabuaai-n Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Sen DNomor
0^4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);

• t^uran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
P^mbenan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119^ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
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Menetapkan

13.

r .„r ni nhun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Peraiuran Pemenr.tan Nomor, ahun AJ J v ^ m^
m Dipunqut ^f^^^t^ lndonesia Tahun
Sendir, oleh Wapb Paiak lUmbai, nNe v ^^
2010 Nomor IbP.TamPatv^ i.umbcira.i Nega
Nomor 5179o n, rirmr. 1 latum 2007 tentang Penoesahar,

ip,. Peraturan Presioe.. a , ' Peraturan Perundang-undangan,Ponoundanaan. dan ^onv,,,^ Pat^ ^ Ca
Mente" Y^m%t:^L Ketentuan d, Bidan, Pajak0 Peraturan

Penqenaaa Sanksi sam
Daerah dun Retnbua D<;-f 53 Tahun 2011 tentang

>1 Peraturan Menter, ua,,m .^r -
Pembentukan PmduK ru.Kum lue;;. 2Jahun 2Q09 lenlang

•;? Peraturan Daerah rT.han.l- ';'1 M .. Kewenangan Pemenntah
Urusan Pemen.dan.m •;>n^ ;--i- Kabupaten Rote Ndao Tahun
kabupaten Roto Ndao ti.embaranUmharan Daerah Kabupaten Rote Ndao
9009 Nomor 002 Tambanar
Nomor 0078): Nomor 1 Tahun 2012 tentang

;;>3. Peraturan Daerah rvibupat nk Rote Ndao Tahun 2012

?ii,k ™1TZ?J^o£r«*^ ™Ndao NomorNomor 011 lamneun. ...

103);

MEMUTUSKAN :

. rrwTANfi PENYELENGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pa? a! 1

f'^h^ Daerah sebaga, unsur penyelenggara
2. Pemenntah Dae.ah arialah Bupat,

Pemermtahan Daerah,

\ ^^ m men* tugas pokok dan tungsi
5 l^I^^^^ f^"mSSntus, wajib kepada Daerah yang tenutengo Pa,ak Daerah yang selanjutnya d.sebut P;a ^ berdasarkan undang-undang, dengan ^" otehorangpribadiataut^ unUlK keperluan Daerah bag, sebesar

^nyatema^muri rakvat. ^^ pungutan daerah atas penyelenggaraan
7 Paiak Reklame yang selanpitn/a ui^u, v i

perhatian umum terhadap barang. a-vor. q
d,rasakan, dan/atau dmikma, oleh u^urn ^ ^ ^ ^^^
Subjek Pa)ak adalahorano pnbad ^w-^.^ melipsltl pembayar pajal

io. s* »** ---n;e^ sesuai den9an ketemuTlpemungut pajak yang /;;;;;;-;_ lkan daer3hperaturan perundang-undcmgrMi p..,a.,



^ana adaiah o.ang pnbad. a.au badan «*.£*£££^STuS

ZSPXP^^^uS* -nder. kecua.i bila «sb „*
,4 ^ak yang teru^ng a-ialanpniak yang • ;p'^J ,,„oan k«„,uan peraturan perundang-

1 ,. „.„,, rioiam banian umui. p")'''-- •

,.,,-, Pan penghimpunan data objek dan subjek
sampia kegiaten penagihan pajak kepada wajib

12

pajaK yaey ic.uvU,.3 • •
tahun pajak, atau dalam ag.an teR.n
undangan perpajakan ^erah . y atai

15. pemungutan adaiah -'^^ ^Z "utanaiak penentuan besarnya paiak yang ...
oaaksertapengawasanpenyetorannya ^ _

BABU

* PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
izin Penyelenggaraan Reklame

Pnsa12 , i^n cvarat-svarat ketertiban dan

keagamaan,kesopanan,kesusilaan,K.a

' r , , in »ertulis dari Kepala Instansi Pemberi Izin.

diselenggarakan dengan menggunakan a / t
dLdatangani oleh Wajib^^^ iyat (2). Sekurang-kurangnya memuat:
Permohonan izin sebagaimana^^ "' '

,,niutnya disebut SPPR adaiah sural

d)
(2)

(3)

(4)
a.

b.

c.

d

e

f.

(5)

(6)

Namalengkappenyelenggara reklame,
Alamatpenyelenggara reklame.
Nomor Pokok Wajib Pa,akDaeraa ;v .,jenis media reklame yang akanoe,^
UKuran media reklame yang anan , I *
Bahan pembuatan reklame yang akan deUongje

r, i nka^i nenvelenqgaraan reklame,
' awkwu penyelenggaraan reklame, dan
Sh media reklame yang d,se^

Pengajuan permohonan ^^^J dengan _Peryataan Kesanggupau 7™^ ^ pembe. ,mpenyelenggaraan berakirL an, ^cab ^^ ^ ^{
Kewa„ban mempero el, zn •d objek paiak reklame.
penyelenggaraan reklame yang m<*

2) barus disertai dengan Sural
biaya sendiri dalam hal izin

(1).
tidak beriaku atas e*



pasal 4

(1) Dalam jangka waktu paling aana 1main) mmggu seiak permohonan ditenma, Kepala Instansi
Pemberi Izin harus membenkan keoutusan atas permohonan yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1» oapat berupa menenma atau menolak
sebaqianatau seluruhnya dan permohonan yang diajukan.

(3) Dalam hal keputusan beruoa menolok sobagian atau seiunjhnya dan permohonan yang diajukan,
maka penolakan tersebut harus disertai nlasaivalasan yang jelas dan disampaikan kepada
penyelenggaran reklame. - .

(4) Dalam hal terjadi periskwu dan / atau keadaan tertentu yang menyebabkan jangka waktu
sebagimana dimaksud pada aval (1) tidak dapat dipenuhi, maka Kepala Instansi Pemberi Izin harus
membentahukan kepada penyelenggara reklame disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan. .

(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui dan Kepala Instansi
Pemberi Izin belum membenkan keputusan maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggap dikabulkan.

Pasa! 3

Pelayanan penertatan izin ponyolonguaraan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 3ayat (1) t.dak
dipungut biaya.

Pasa! 3

• (1) izin sebagaimana dimaksud dalam p.nal 3uvat In dapat dibenkan dalam bentuk izin tetap dan izin
(2) Izm tetap sebagaimana dimaksud padd ayat Pn dibenkan untuk penyelenggaraan reklame dengan
' ' lanqka waktu tidak terbatas atau samnai denean adanva pencabutan.
(3) Izm terbatas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1; dibenkan untuk penyelenggaraan reklame yanag

izin penyelenggaraannya dibatasi. ,
(4) Izin terbatas* sebaqaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang dengan mengajukan
' kembali permotionan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan mi.
(5) Izm penyelenggaraan reklame dapat dibenkan apabiia pajak terutang dan atau utang pajak tahun-

tahun sebelumnya telah dilunasi oleh penyelenggaran reklame.
(6) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Instansi

Pemberi Izm.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3ayat (1) tidak dapat dipmdahtangankan kepada pihak lain,
kecuali atas persetujuan tertulis dan Kepala Instansi Pemberi Izin.

Bagian Kedua
Pemberian Tanda Pengesahan

pasal 8

(1) Penyelenqqaraan reklam,-; berupa kam melekat, stiker dan selebaran, harus diperforasi atau
dibenkan Tanda bukti kaiobm danuiu oioh Instansi Pemberi Ijin untuk menunjukan bahwa jenis
reklame tersebut telah memenuhi syarat penyelenggaraan yang dilentukan.

(2) Penyelenggaraan reklame berupa papan ; billboard dan sejenisnya, videotron / megatron dan
sejenisnya, berjalan termasuk pada kendaraan. udara dan apung, terlebih dahulu dibubuhi tanda
bukti izin penyelenggaraan .

(3) Penyelenggaraan reklame berupa kirn ' slide, saara dan peragaan, sebelum diputar, disiarkan danp^
diperagakan, terlebih dahulu harus menyebutkan nomor dan masa beriaku izinnya. _ •*-



(1) Naskah reklame harus dibuat dan
dengan menggunakan huruf latin.

(2) Papan nama. papan petunjuk, kain rentang dan nasKan reklame dapat memakai bahasa asing yang
harus ditulis dibagian bawah bahasa Indonesia uengan huiuf latin yang kecil.

(3) Bahasa asing yang dipakai sebaga. nama perusanaan dan aiau merk dagang yang merupakan
cabang dan / atau paten dan luar negeri masih tetap dipakai.

(4) Demi ketertiban umum, Kepala Instansi Pemberi izm atas nama Bupati berwenang melarang
mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf iainnya seiain huruf latin, untuk membuat atau
menyelenggarakan reklame.

Bagian Keempat
Masa Beriaku dan Lokasi Penyelenggaraan Reklame

Bagian Ketiga
Naskah Reklame

Pasal 9

au di-ui.is d Indonesia yang baik dan benar

rasa. 10

Masa beriaku izin penyelenggaraan reklame maksima! 1 isatu) tahun dan dapat diperpanjang kembali
dalam dalam jangka waktu selambaPlambatnya 2 iduai minggu sebelurn izin penyelenggaraan berakhir

Pasal 11

1Lokasi penyelenggaraan reklame ditentukan oleh Kepala Instansi Pemberi Izin di wilayah daerah
dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata ruang wilayah daerah.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan Penyelenggaraan Reklame

Pasa) 12

(1) Penyelenggaraan reklame wajib ;
a. mematuhi ketentuan yang tertuang dalam sural izin penyelenggaraan reklame dan ketentuan

lam yang mengatur tentang reklame;
b. membayar papak reklame yang terutang alas penyelenggaraan reklame serta utang pajak dalam

hal penyelenggara reklame memHiki utang pajak pada tahun-tahun sebelumnya;
c. melakukan pembongkaran reklame atas biaya sondiri dalam hal izin penyelenggaraan berakhir

dan / atau dicabut oleh instansi Pemberi izm;

d. memelihara benda dan / atau al.it yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame agar
selalu dalam keadaan baik;

e. menanggung segala akihat yang d,sobabkan oleh ao-ayelenggaraan reklame yang menimbulkan
kerugian bagi pihak lain; dan

f. kewajiban sebagaimana dimaksud pada nurut a, b dan c tidak beriaku atas penyelenggaraan
reklame yang tidak merupakan objek pajak reklame

(2) Penyelenggaraan reklame dilarang :
a. menyelenggarakan reklame yang dapat mengganggu, menutupi, mengotori dan merusak

fasilitas umum. keasnan, kesehatan Imgkungan dan lain lintas perhubungan;
b. mencantumkan dan menggunakan suara gamba,', bentuk dan tulisan yang dapat memicu

kerawanan sosial, bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma kesopanan;
c. memasang dan rnenempeikan reklame berupa stieker, selebaran dan / atau sejenisnya pada

bangunan perumahan, perdagangan, industri, jasa, pendidikan, tempat ibadah, perkantoran
pemerintah dan fasilitas umum Iainnya;

d. menyelenggarakan reklame pada areal dan , atau kawasan suci atau tempat ibadah untuk
umum, kecuali untuk suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan tempat dimaksud dan tidak
bersifat komersil;

e. meyelenggarakan reklame dengan cara rnenempeikan, menancapkan dan / atau merusak
pohon dan tanaman:

f. menutupi, merusak dan menghilangkan sebagian atau seluruhnya dan reklame yang terpasang ^
sebelumnya yang izin penyelenggaraannya masih beriaku; tr



g.menyelenggarakanreklameyangtidakmcmilikitandapengesahansebagaimanadimaksud
dalampasal7;...

hmenyelenggarakanreklametanoaizintertulisterlebihdahuludanInstansiPemberiIzin;dan
i'menyelenggarakanreklamejenisPapan/MegatroniVideotronILargeElectronicDisplay(LED)

danataukainapabilapenyelenggaraanreklametersebutberadadiatasjalanumumdengan
jarak.
1lebihdan100(seratusjcmdanganssepadanjalandiukursecarahorizontal,
2.kurangdan520(limaratusduapuluh)cmdiukursecaravertikal,apabilajalanyangberada

dibawahreklamemerupakanjalankendaraan;dan
3.kurangdan300itigaratus)cmdiukursecaravertikalapabiladibawahjalanreklame.ada

suahTbagianlamdanp;iankendaraantermasukjalanumum.

BagianKeenam
PembongkaranReklame

Pasa!13

(1)Pembongkaranreklamedapatdilakukan.jika:
a.izinpenyelenggaranroidamobornklnr.
bizmpenyeienqqaraanmKiamedicnbutolehInstansiPemberiIzin;dan
c.'reklameyangTiseiengqarakantidakmemenuhipersyaratanyangdiaturdalamPeraturanBupati

(2)Pencabutanizinpenyelenggaraanreklamesebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,dilakukan
apabila:.,....,„„,
a.padareklameyangdiseienggarakanterdapatperubahansehmggatidaksesuailagidengan

peruntukanizinyangdiberiKan;
breklameyangdiseienggarakantidaksesuailagidengansyarat-syaratketertibandan

keselamatanumumkemdahan,kepnbadiandanbudayabangsasertabertentangandengan
nilai-nilaikeagamaan,kesopanan,kesusilaan,ketertiban,keamanan,kesehatanserta
kelestarianlinqkunganhidup;dan,.,..,,.to

c.penyelenggaraanreklametidakmematuhiketentuansebagaimanadimaksuddalampasal12
ayat(1)hurufa,hurufb.hurufcdanayat(2).

(3)Pembongkaranreklamesebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakansetelahpenyelenggara
reklamedibenkanperingatansebanyak2(dua)kaliolehInstansiPemberiIzin.

(4)Peringatanke-3(ketiga)disertaidenganpermtahkepadapenyelenggarareklameuntukmelakukan
pembonnkaranreklame.

(5)Reklameyangtidaklagidiperpanjangizinpenyelenggaraannyaharasdilakukanpembongkaranoleh
penyelenggarareklame.

(6)Biayapembongkaranreklamesebagaimanadimaksudpadaayat(3)danayat(4)ditanggungoleh
penyelenggarareklame.

(7)Apabiladalamwaktu7(tuiuhjhansetelahperingatanke-3,penyelenggarareklametidakmelakukan
pembongkaransebagaimanadimaksudpadaayat(4)daayat(5),makaPemerintahDaerahdapat
melakukanpembongkaransecarapaksasertabendadanalatyangdipergunakandalam
penyelenggaraanreklamedimaksudmenjadimilikPemerintahDaerah,

(8)PenyelenggaraanreklametanpaizindanInstansiPemberiIzinakandiambillindakan
pembongkaransecaralangsungtanpaperingatansertabendadanalatyangdipergunakandalam
penyelenggaraanreklamedimaksudmenjadimilikPemerintahDaerah.

(9)Biayapembongkaransebagaimanadimaksudpadaayat(8)dibebankankepadaAnggaran
PendapatandanBelanjaDaerah.

BABIII

PERHITUNGANANILAISEWAREKLAME

BagianKesatu
Objek,SubjekdanWajibPajakReklame

Pasal14

(1)Objekpajakreklamemeliputi:,n^
a.reklamepapan/billboarddansejenisnya;k"'



b. videotron; megatrcn dan sejenisnya;
b. reklame kain;

c. reklame melekat, stiker;
d. reklame selebaran;
e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. reklame udara;

g. reklame apung;
h. reklame suara;
i. reklame film/slide; dan
l reklame poragaan.

(2) Tidak termasuk sebaqai ob,ek Papik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adaiah
a. 'penyelenggaraan reklame melaiui mtoinot, televisi. radio, warta hanan, warta mmgguan, warta

bulanan, dan sejenisnya .
b. label/merek produk y;mq melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungs, untuk

membedakan dan prodiiksoieias iainnya:
c nama pengenal usaha atau protesi yang dipasang pada bangunan tempat usaha aau pro es.
' diseienggarakan sesua, dengan ketentuan yang meugatur nama pengenal usaha atau profesi

d reklame yang disolenpgamkan oleh Pemenntah Pusat atau Pemerintah Daerah Persian
Diploma,,!, Perwakilankonsulal. iaawakilan Persatuan Bangsa-Bangsa.serta badan/lembaga
yang beinaunq di bawuhnya,

e. reklame yang^ diseienggarakan smrmta-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat pare

f. Smedyang diseienggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi
Kemasyarakatan

• asal

(1) Subiek Pajar, Reklame adaiah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
2 Wajib Paiak Reklame adaiah orang p.ibadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

(3) Dalam hal reklame diseienggarakan sendin secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib
Paiak Reklame adaiah orang pribadi atau badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diseienggarakan melaiui pihak ketiga. pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak
Reklame.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 16

(1) Dasar Penqenaan Pajak Reklame adaiah Nilai Sewa Reklame. A[A
(2) Dalam hal reklame diseienggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
(3) Dalam hal reklame diseienggarakan sendin. Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung dengan memperhat.ikan faktor sebagai benkut.
a. Jems reklame;
b. bahan yang digunakan.
c. lokasi penempatam
d. jangka waktu penyelenggaraan;
e. jumlah. dan
f ukuran media reklame .

(4) Dalam ha! Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahu, dan/a au
dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor^
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



f;$ewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai

/von HDPP + NS

Keterangan

NSR

HDPP

(6) Hasil Perhitungan Nilai

keputusan in.

Nilai Sewa Reklame

Marga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan
NiP.ii Stratems (Perkalian antara Indeks - Indeks Lokasi
Pomasurajaa Media Reklame)

mkiamo sebagai dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran

Pasal 1/

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (Dua Puiuh Lima Persen)

Pasal 18

Berdasarkan pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 dengan dasar penyenaan papak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakuriya Peraturan Dup..ti im mam. keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2004
tentang Peiaksanaan Peraturan Daerah Ribupaien Rote Ndao Nomor 7Tahun 2004 tentang Pajak
Reklame dicabin dan dmyatakan lidak beriaku

Peraturan mi mulai beriaku seiak ta.nggai diundangkan

Agar setiap orang rnengetahumya memermtahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Diietapkart di Baa
. _p_ada tangigal 7Agustus 2012

:, ;^4y^A|:i-KOTE NDAO,

p - m
\.

\

' Cff* LEONA-RH) HANING
Diundangkan di Baa
pada tanggal 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH

(4 KABUPAIEN ROTE NDAO, t

AGUSTINUS^AGERt

Benta Daerah Kabupaten Rote Nciao Tahun 2012 Nomor 0128



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

UMUM Penmgkatan mtensifas penyelonggaiaan reklame d, Kabupaten Rote NdaoJ—^
unava oenataan dan pengaturan atas setiap aktifitas penyelenggaraan reklame oleh penyelenggara
SL dem. feriaganyan ketertiban dan Keselamatan umum, kemdahan, kepnbadian dan budayabtgsa%^ fngg. nila-nila. keagamaan, kesopanan. kesusilaan, keamanan, kesehatan
6™*^Tmw^*™ dan pengaturan atas setiap aktifitas penye.enggaraan reklame
dilakukan d^ an mens arafkan perlunya izin dan instansi pemben izin yang mendahulu. set,ap aktifitas
nen^ daPat dice9ah Penyelenggaraan reklame yang tidak
2 S terQanva SertL dan keselamatan umum, kemdahan, kepnbadian dan budaya bangsa^r^« kesopanan, kesusilaan, keamanan, kesehatan dan
teleSt^^ merupakan instrumen .ega. bag, setiap aktifitas Penyelenggaraan
mklame baai oenyPlenqqara dan bag, instansi benwenang sebagai instrumen pengawasan danXWipenyoJggaraan reklame yang tidak nnen« ,z,n dar, at* dak=
dengan ketentuan yang diatur dalam izm penyelenggaraan reklame yang dibenkan serta
'amnyaKrS"reklame merupakan objek pajak reklame, oleh karena ,tu Mak
waiib nrfk z .'mka dalam peraturan bupati ini diatur ketentuan Penge^ian atas
wajio memiiiKi dimaksud akan tetapi dalam penyelenggaraannya tetap harus:S ,t en S LarueLan, yamng diatur dim Peraturan Bupati ini. D.sampmg
^ sa Stu'l S '*nwa tidak semua tempat usaha tau profes, yang memasang

^usSa^Z^^TA seigai^ agar Wajib Pajak tidak
men9hldu:uk tk^ —h Kabupaten Rote Ndao
Nomor 1T^Iun 20T2 tentang Paiak Daerah, maka diatur pula Perhitunga.Nilai Sewa Reklame sebagai
dasar dalam perhitungan

PASAL DEMIPASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasa) 3
Cukup Jelas

Pasal 4

AyaUl)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

ok rokiame yang terutang di daerah.

\yat
Yang dimaksud dengan penstiwa dan / atau keadaan tertentu adaiah penstiwa dan / ^
atau keadaan yang terjadi diluar kendali Kepala Instansi Pemberi Izin antara lam berupa ^
bencana alam'kebakaran. huru-hara. kerusakan fasilitas kerja, dll.



up Jelas

taipJefas

lukup Jeias

&&., ' Cukup Jelas
:Pasal9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Ayat (1)
Hum fa

Yang d,maksud dengan Reklame Papan atau Billboard adaiah reklame yanq
bersifat tetap (t.dak dapat d,p,ndahkan) terbuat dan papan, kayu seng
bnplate collate, vynil. aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau baton'

gam atau bahan lam yang sejenis. dipasang pada tempat yang d.seda an
berdir, sendm, atau digantung atau d.tempel atau dibuat pada bangunan
WtoT^r*' t!an9 '" Seba9amya bak b™' d™ ma^pun
!S ^"f!d dff','?'] ReKla,ne Megatron adalah ^\ame yang bersifat tetap
namh-r ^^m1'1'''!"?"1 mGn"L,nakan iayar mon^r maupun tidak, berupagambcr dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram danmenggunakan tenaga Irstnk. Termasuk didalamnya Videotron 6an Enroll

^^"mm Rek,ame,Kain adalah rekl^e yang tujuan materinya
JdnTc'(' dtcllJ memPromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat
,ns,dent" neT ™Wnakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan

a9;::en:s' Trmasrk d;dalamnya ada,ah spanduk> ^-^ be"fffnnf"'l °ngka,an bendera^ tenda' toy. banner, giant banner dan standing

Yang dimaksud dengan Reklame Melekat atau Stiker adaiah reklame yanq
berbentuk lembaran lepas diseienggarakan dengan cara dltempelkandilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda O'tempelkan,

Yang dimaksud dengan Reklame Selebaran adaiah reklame yang berbentuk
lembaran lepas. diseienggarakan dengan cara disebatkan, dibenkan atau a
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dioasanq j
digantung pada suatu benda lam, termasuk di dalamnya adaiah brosur leafieat *
clan reklame dalam undanqan. ' k.

auruf

Huruf c

Huruf d

Huruf e



Huruff
YangdimaksuddenganReklameBerjalanadaiahreklameyangditempatkan
padakendaraanataubendayangdapatbergerak,yangdiseienggarakan
denganmenggunakankendaraanataudengancaradibawa/didorong/ditarik
olehorang.Termasukdidalamnyareklamepadagerobak/rombong,
kendaraanbaikbermotorataupuntidak.

Hurufg
YangdimaksuddenganReklameUdaraadaiahreklameyangdiseienggarakan
diudaradenganmenggunakanbaton,gas,laser,pesawatataualatlainyang
sejenis.

Hurufh

YangdimaksuddenganReklameApungadaiahreklamedalambentuktertentu
denganbahanplastik,kain.kertasdansejenisnyasesuaiperkembangan
jamanyangpemasangannyadikaitkanpadakendaraandiatasairdanbersifat
semipermanen

Hurufi

YangdimaksuddenganReklameSuaraadaiahreklameyangdiseienggarakan
denganmenggunakankata-katayangdiucapkanataudengansuarayang
ditimbulkandanatauolehperantaraanalat.

Hurufj
YangdimaksuddenganReklameFilmatauSlideadaiahreklameyang
diseienggarakandengancaramenggunakanklise{celluloide)berupakacaatau
film,ataupunbahan-bahanlamyangsejenis,sebagaialatuntukdiproyeksikan
dan/ataudipancarkan.

Hurufk
YangdimaksuddenganReklamePeragaanadaiahreklameyang
diseienggarakandengancaramemperagakansuatubarangdenganatautanpa
disertaisuara.

Pasal15

CukupJelas
Pasal16

CukupJelas
Pasal17

CukupJelas
Pasal18

CukupJelas
Pasal19

CukupJelas
Pasal20

CukupJelas

TambahanBentaDaerahKabupatenRoteNdaoTahun2012Nomork



LAM PI RAN

NOMOR

TANGGAL

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

25 TAHUN 2012

7 AGUSTUS 2012

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Nilai Sewa Reklame Papan •" Billboard dan sejenisnya per mk / sudut pandang media :
T ^ZON/T f"~HARJAN'""

~ '""• r^bo""''Khusus

Umum .000

MINGGUAN

9,500

8.000

BULANAN

32.000

20.000

TAHUNAN

280.000

180.000

2. Nilai Sewa Reklame Videotron / Megatron dan sejenisnya per m2/sudut pandang med
ZONA HARIAN

Khusus 3 000

Umum P i MH)

a:

MINGGUAN

18.000

12 O00

BULANAN

60.000

40.000

3. Nila Sewa Reklame Kain per no' / sudut pandang media .
ZONA^"~'j" iHARIAN j~MINGGUAN

"Khusus-"~~ 7""^7iooo~'"" |"" ~~ "
Umum : 8 000 !

BULANAN

50.000

40.000

4. Nilai Sewa Reklame fdelekat Stiker per lembar / kesempatan

150.000

120.000

\ ZONA
: Khusus

.1 Umum

LEMBAR / KESEMPATAN

6.000

4.000

5. Nilai Sewa Reklame Selebaran per lembar / kesempatan
I _ZONA
; Khusus

I Umum

LEMBAR / KESEMPATAN

6.000

4.000

6. Nilai Sewa Reklame Berialan termasuk pada Yendaraan per lembar / kesempatan
jp 2zona 7'_ i \ lembaFPkesempatan

Khusus [
i Umum

6.000

4,000

7. Nilai Sf wa Reklame Udara [ er m ' sudut pandang media_
\' ZONA HARIAN MINGGUaFP
['Khusus oui. i 40.000 ~~
!! Umum : 3 000 i 30.000

8. Nilai Sewa Apung per m2 / sudut pandang media :
f^^ZONA " [ HARIAN" ; MINGGUAN
;'kKusus"'"' " ' ? ' "8.000
1Umum 1 6.000 j

40.000

30.000
=_L

BULANAN

120.000

90.000

BULANAN

120.000

90,000

TAHUNAN

540.000

360.000

TAHUNAN

700.000

560.000

TAHUNAN

560.000

420.000

TAHUNAN

560.000

420.000

9. Nilai Sewa Reklame Suara.

r ""ZONA"""1 ' DEt]K
TKhusus """' 9 000
lj Umum 6.000

MENiT

90,000

60.000

JAM

360.000

240.000
~'I 4
J L



r

10. Nilai Sewa Reklame Filn

ii Khusus J
j Umum |

Slide

~ detik"
16 000~
12.000

11, Nilai Sewa Reklame Peragann. _ _
if"'" ZONA" "" \\ DETIK _. ., =[:_
i; Khusus" '""'" "| 16.000 •
*Umum_ _ _ m._.^A2P!L_^ _L—

12. Tempat usaha / profess yang tidak memasang tanda pengenal usaha / profesi ditetapkan sebagai
obje'k pajak reklame jen'is papan / billboard dan sejenisnya dengan ukuran 1 (satu) m2 / sudut
pandang media dan beriaku Nilai Sewa Reklame sebagaimana Nilai Sewa Reklame yang beriaku
untuk reklame papan / billboard dan sejenisnya dan tidak beriaku ketentuan pengecualian t
sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) huruf c peraturan

MENIT

160.000

120,000

'"I^^AI^OTE NDAO,
v <'~ri 7V\ )\

7 U)
\ .LEONARD HANING

JAM

640.000

480.000


